Menimbang :a.

Mengingat

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR Y TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

i [

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka mengantisipasi terhadap kenaikan nilai
jual objek Pajak yang disesuaikan dengan nilai pasar, dan
upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap
kenaikan nilai jual objek pajak ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi
ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek
pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2022:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342 3);

S. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

mall

Daerah adalah Kota Sawahlunto.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
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5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

8. Stilumulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan pajak

terutang yang ditetapkan pada tahun 2022.
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian stimulus
PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar kenaikan NJOP yang dilakukan atas
penetapan PBB-P2 tidak memberatkan masayarakat Wajib Pajak dan tidak

menimbulkan gejolak sosial.
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. Penerima stimulus dan

b. Besaran stimulus
Pasal 4

(1) Stimulus PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan
yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa pajak Tahun 2022.
(2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB-P2 yang ditetapkan dan
diterbitkan pada tahun 2022.



Pasal 5
Stimulus PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 99% atas selisih kenaikan nilai PBB-P2
yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak atas penetapan Nilai pajak PBB-P2
tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal [0 Japuari 2022

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal !0 Januari 2022

SEKRETARIS W KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR.....‘.'I...




